BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian, observasi, dan
wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 87
Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 belum berjalan optimal.
Hambatan utama meliputi belum adanya sosialisasi kebijakan
yang terstruktur, keterbatasan sumber daya anggaran dan
tenaga teknis, serta belum diterapkannya pengaturan
operasional daerah secara khusus karena Bendungan Air
Kelam belum menjadi prioritas program. Meskipun pelaksana
memiliki sikap dan kesadaran yang positif, keterbatasan
kapasitas operasional dan koordinasi yang masih bersifat
situasional menyebabkan pemeliharaan bendungan hanya
dapat dilakukan dalam skala terbatas.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanabh,
karena pemeliharaan bendungan belum mampu memberikan
manfaat optimal bagi masyarakat. Prinsip syura dan hisbah
juga belum berjalan secara maksimal akibat belum adanya
mekanisme partisipasi dan pengawasan yang terstruktur.
Akibatnya, prinsip maslahah sebagai tujuan utama
penyelenggaraan pemerintahan belum tercapai secara

optimal, sehingga fungsi bendungan sebagai sarana
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pendukung  kesejahteraan masyarakat belum dapat
diwujudkan sepenuhnya.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang
telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Kabupaten Kaur diharapkan dapat
mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 87 Permen PUPR
Nomor 7 Tahun 2023 melalui penguatan koordinasi
antarbidang dan penerapan pemeliharaan bendungan yang
lebih terencana sesuai kemampuan dan prioritas daerah,
serta terus mengupayakan dukungan anggaran agar
kegiatan pemeliharaan dapat ditingkatkan secara bertahap.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, khususnya Bagian
Hukum Setda, disarankan menyusun pengaturan daerah
sebagai tindak lanjut Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023
guna memperjelas pengaturan operasional, pembagian
kewenangan, dan dasar penganggaran pemeliharaan
bendungan di tingkat daerah.

3. Pemerintah Kecamatan dan Desa diharapkan berperan
aktif dalam pemantauan lingkungan bendungan dan
pelaporan kondisi lapangan secara berkelanjutan, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pemeliharaan ringan sesuai kapasitas yang dimiliki.



4. Masyarakat sekitar Bendungan Air Kelam diharapkan
terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan
bendungan melalui partisipasi gotong royong serta
meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan
bendungan bagi kepentingan bersama.

5. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini
dengan pendekatan yang lebih luas, seperti studi
komparatif antar daerah, guna memberikan masukan bagi
penguatan kebijakan < pemeliharaan bendungan dan
pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7
Tahun 2023 di Kabupaten Kaur masih memerlukan
penguatan dalam berbagai aspek agar dapat berjalan efektif
dan berkelanjutan. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyyah,
kebijakan pemeliharaan bendungan merupakan bentuk nyata
tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan
rakyat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah dan
masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya
air dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan bersama serta menjadi cerminan pelaksanaan

nilai-nilai keadilan dan amanah dalam Islam.
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